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PEIV.IERINTAH I(ABUPATEN BOGOR
T,INAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 F)esa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 g753191

KEiPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUF'ATEN BOGOR

Nomor :421 I pf : Disdik
Lampiran :

. Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOL/\H MENENGAH KEJURUAN (SMK)
, YPUI

BIDANG KEAHLTAN BtSNtS DAN MANAJETVTEN
ATAS NAMA YAYASA.N PENGABDIAN UMMAT ISLAM
Jl. H. NAWI RT"002/0(i Kp"WARU PARUNG - BOGOR

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENI)IDIKAN KABUPATEN BOGOR

: a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyzrrakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dibidang. pendidikan, perru diberikan'kesempatan kepada
masyarakat untuk mendirikan lembaga [enoioiran baru di
Kabupaten Bogor;

b. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkin Keputuian Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor tentang ljin pendirian sekolah
Menengah Kerjuruan (sMKt ypul Bid;n! Keahrian Bisnis dan
Manajemen program Keahlian Administrasi perkantoran,
Akuntansi. dan 'Fenjualan atas nama yayasan pengabdian
Ummat tslam yang bertokasi di Jr. H. Nawi Rt. 002106 r[. waru
Parung - Bogc,r

: 1, Uldang - Undang Nomor 14 Tahun 1g50 tentang pemerintahan
Daerah. dalam lingkungan Jawa Barat (Berita NLgara Republik
Indonesla Tahun 1950 Nomor g);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 N-omor 7g,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301) ;

3. undang-.undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lemkraran Negara Tahun 2004 Nomorizs, Tambahan
Lembaran lrlegara Republik rndonesia Nomor 4437)
lefasairyna tetah diubah dengan unoant-unoani Nomor a
Tahun 2005 hntang Penetapan peraturan perubahai pengganti
Undang-Unadang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tenting pemerintahan
Daerah menjadi 

-Undang-undang 
(Lembaran NLgara Republik

lndonesia Tahun 20os Nomor 109, Tambahan Lem-baran Negara
Republik lndonesia Nomor 4Sa4;

\



Mennperhatikan

Menetapkan
KESATU

4, Peraturan Femerintah Nomor 2g rahun lggo tentang
Pendidikan tVlenengah (Lembaran Negara Republik lndonesii
Tahun 'tr990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
9.+tgl sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 56 Tahun lgg8 ( Lembaran Negara Tahun 19gg Nomor
91i Tambahan Lembaran Negara Nomor 3T6a);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 1gg2 tentang peran
serta Masyarakat Dalam pendidikan Nasional (Limbaran
f',leggra Republik lndonesia Tahun 1gg2 Nomor 6g, tambahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor Nomor B4gs) ;

6. Peraturan f)emerintah Nomor 3g rahun 2oa7 tentang
Pembagian urusan pemerintah, pemerintahan Daerah provins-i
Dan .Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negg.la Reprrblik lndonesia Nomor 4737);

7. Keputusan lV'lenteri pendidikan Nasional Nomor o6olul2oo2
tentang Pedr:man pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor g rahun 2004
Tentang o'ganisasi 

. 
perangkat Daerah Kabupaten Bogor

(Lembaran [)aerah Kabupaten BogorTahu n 2oo4 
'Nomor 

15-g);

9. Peraturan t)aerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004
tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan 8!ypgl"n Bogor (Lembaran, Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2004 Nomor t6a;;

10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pedoman ljirr Pendirian Sekolah ;

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/1gg/Kpts/Hu klzoos
tanggal. 30 Mei 2095 tentang penderegasian kewenangan
PenandatanrJanan Administrasi perayan-an umum t<epioa
Dinas Pendi,iikan

1. surat rekomendasi dari camat parung Nomor : 4201217 - Kec.tanggal 1O Juni 2008
2. BA Hasil Study Kelayakan tanggat 11 Juli 200g

ll/temutuskan

KEDUA

It{gmberi rjin kepada sekolah Menengah Kejuruan (sMK) yput
Bidang ,Keahliarr Bisnis dan Manajemen 'program 

Keahlian
Administrasi Perlrantoran, Akuntansi dan penjualan -yrng 

berlokasi
di Jl. H. Nawi Rt. 002/06 Desa Waru Kecamatin narting.'

Pemberian Uin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar
ulang. ..(registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan"



a

LY
KETIGA

KEETMPAT

KELITVIA

KEENATU

KETUJUH

KEDELAPAN

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan
terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan
keputusan ini dapat dibatalkan.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam
keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik
sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau
batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor.

Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini
akan diatur kemudian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Cibinong
E Agustus 2008.

ALA ,

LUKMAN,MM.M.Si
Pembina Tk. I

NtP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. DirekturJenderal Manajemen Pendidikan Dasardan lVlenengah Departemen
Pendidikan Nasional;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Parung,
6. Yth. Kepala Desa Waru Kecamatan Parung.


